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ABSTRAK

ANALISIS PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA NAKHODA KAPAL
ATAS KELALAIAN YANG MENGAKIBATKAN KEMATIAN ANAK

BUAH KAPAL ( STUDI PUTUSAI\ NO 754lPid.B/202slPN Plg)'

RAHMA NABILA PUTRI

Indonesia sebagai negarc maritim memerlukan keselamatan pelayaran yang

optimal. Dalam kegiatan pelayaran, anak buah kapal berperan penting sehingga

keselamatan kerja dan perlindungan hukumnya harus diperhatikan. Nahkoda

bertanggung jawab mengatur, mengawasi, dan memastikan prosedur keselamatan

kerja berjalan dengan baik. Namun terkadang nakhoda lalai dalam bertugas seperti

pada Putusan Nomor 754lPid.BnN Plg. Permasalahan penelitian meliputi: (1)

bagaimana pertanggUngiawaban pidana nakhoda atas kelalaian kerja yang

mengakibatkan kematian anak buah kapal dan (2) bagaimana pertimbangan hakim

terhadap nakhoda atas kematian anak buah kapal. Metodologi yang digunakan

adalah penelitian yuridis normatif dengan studi pustaka, menggunakan bahan

hukum primer (putusan, KUHP Pasal 359, dan UU No. 17 Tahun 2008 tentang

pelayaran) serta bahan hukum sekundeq dianalisis secara kualitatif-deskriptif

analitik melalui interpretasi sistematis dan deduksi. Hasilpenelitian menyimpulkan

Sanksi yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim terhadap terdakwa Asep Rizal Bin

Syamsuarbay tidak sebanding dengan perbuatannya, karena masih jauh dari

ancaman maksimum sanksi pada pasal 359 KUI{P yaitu pidana penjara maksimum

5 tahun penjara dan maksimum I tahun kurungan namun majelis hakim hanya

memberi sanksi selama 8 (delapan) bulan penjara. Dikhawatirkan tidak

memberikan efek jera yang memadai bagi terdakwa dan belum sepenuhnya

mencerminkan rasa keadilan karena nahkoda terbukti menyebabkan meninggalnya

2 (dua) orang korban dan menimbulkan duka mendalam bagi keluarga.Berdasarkan

fakta yuridis yang menyebabkan dua anak buah kapal meninggal, penulis menilai

putusan Majelis Hakim belum sepenuhnya mencerminkan rasa keadilan dan

proporsionalitas pemidanaan karena pertimbangan hakim yang meringankan

terdakwa seperti bersikap sopan, penyesalan, dan belum pernah dipidana apabila

dibandingkan dengan perbuatan yang menimbulkan duka mendalam bagi keluarga

belum seimbang dengan beratnya akibat. Pidana 8 (delapan) bulan yang lebih

ringan dari tuntutan 1 (satu) tahun berpotensi belum memberi efek jera dan belum

optimal menegakkan standar keselamatan pelayaraq sehingga belum sepenuhnya

mencerminkan prinsip keadilan, kepastian hukurn, dan kemanfaatan

Kata kunci: Pertanggungjawaban Pidana, Nakhoda, Kelalaian (culpa), Pasal 359

KUHP, Keselamatan pelayaran, Putusan pengadilan

L
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ABSTRACT

ANALYSE OF THE CRIMINAL LIABILITY OF THE SHIP'S CAPTAIN
FOR NEGLIGENCE RESULTING IN THE DEATH OF A CREW

6TADY OF DECISI0N NO. 754nidB/2025/PN PlEt.

RAHMA NABILA PUTRI

Indonesia as a maritime nation requires optimal shipping safety. In shipping

activities, the crew plays an important role so that work safety and legal protection

must be considered. The captain is responsible for otganizing, supewising, and

ensuring that work safety procedures run well. However sometimes the captain is

negligent in his duties as tn Decision Number 754/Pid.B/PN Plg. The research

problems include: (1) how the captain is criminally responsiblefor work negligence

resulting in the death of a crew member and (2) how the judge considers the captain

for the death of a crew memben The methodologt used is normative juridical
research with literature study, using primary legal materials (decisions, Article 359

of the Criminal Code, and Law No. 17 of 2008 concerning Shipping) and secondary

legal mateials, analyzed qualitatively-analytical descriptive through systematic

interpretation and deduction. The results of the study concluded that the sanctions

imposed by the Panel of Judges on the defendant Asep Rizal Bin Syamsuarbay were

not commensurate with his actions, because they were stillfarfrom the maximum

threat of sanctions in Article j59 of the Criminal Code, namely a matcimum of 5

years in prison and a maximum of I year in prison, but the panel of iudges only

gave a sanction of S (eight) months in prison. It is feared that it will not provide an

adequate deterrent effect for the defendant and has not fully reflected a sense of
justice because the captain was proven to have caused the death of 2 (two) victims

and caused deep sorrowfor thefamily. Based on the juridicalfacts that caused the

death of two crew members, the author Assesses that the Panel of Judges' decision

has notfully reflected A sense ofjustice and proportionality of punishment because

the judge's considerations that mitigate the defendant such as being polite,

remorseful, and never having been convicted when compared to the aclions that

caused deep sorrow for the family are not balanced with the severity of the

consequences. The sentence of 8 (eight) months, which is lighter than the I (one)

year demanded, has the potential to not provide a deteruent effect and does not

optimally enforce maritime safety standards, thus notfully reflecting the principles

ofjustice, legal certainty, and benefit.

Keywords: Criminal Liability, Captain, Negligence (culpa), Article 359 of the

Criminal Code, Maritime safety, Court decision
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BAB I  

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang 

 Indonesia, sebagai negara maritim dan kepulauan terbesar di dunia, 

menyimpan kekayaan alam yang luar biasa sekaligus memikul tanggung jawab 

besar bagi seluruh rakyatnya. Keistimewaan geografis ini bukan sekadar angka 

statistik, melainkan sebuah anugerah yang membawa harapan besar untuk 

meningkatkan kesejahteraan masyarakat, menjamin keadilan sosial, dan 

menciptakan kedamaian yang berkelanjutan. Dengan wilayah laut yang 

membentang seluas 5,8 juta kilometer persegi dan terdiri dari sekitar 17.504 

wilayah daaratan besar dan kecil, Indonesia memiliki garis pantai sepanjang 

92.000 kilometer sebuah jaringan kehidupan yang secara fundamental 

menghubungkan berbagai komunitas, budaya, dan ekonomi di seluruh 

nusantara.1 

 Kedaulatan negara atas laut teritorial dan lingkungan maritimnya, 

sebagaimana diatur dalam Ordonansi Laut Teritorial, mencakup tidak hanya 

air, tetapi juga dasar laut, tanah di bawahnya, serta ruang udara di atasnya. 

Amanat Pasal 33 ayat 3 UUD 1945 semakin memperkuat hal ini, menekankan 

jika, semua bentuk kekayaan yang berada di indonesia dan dibawah pwngusaan 

negara wajib dikelola serta dimanfaatkan seoptimal mungkin demi 

kesejahteraan seluruh warga negara. Ketentuan ini melampaui kewajiban 

                                                             
 1 Muhammad Rasman Manafi, Melabuh Jangkar Membangun Maritim (Jakarta:Kementrian 

Koordinator Bidang Kemaritiman Dan Investasi, 2021 ),hlm.3. 
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hukum, menjadikannya panggilan moral agar menggunakan kekayaan alam 

dengan bijak dan adil, memastikan manfaatnya dapat digunakan semua  

Masyarakat indonesia, dari sabang hingga merauke.2 

 Indonesia memiliki peluang tinggi untuk meningkatkan sektor 

pelayaran sebagai sarana untuk memperkuat hubungan antar pulau, mendorong 

perekonomian nasional, dan meningkatkan efektivitas distribusi barang dan 

jasa. Layaan pengangkutan barang memegang peranan vital pada 

perekonomian nasional, mengingat mayoritas aktivitas perdagangan 

internasioanl dilakukkan mengguakan jalur laut, yang dapat memperkuat 

integrasi nasional dan mendorong pertumbuhan ekonomi yang inklusif.3 

 Transportasi laut merupakan pilar utama yang menggerakkan roda 

perekonomian dan pembangunan nasional. Perannya tidak hanya sebagai 

penghubung antar wilayah, tetapi juga sebagai urat nadi perekonomian yang 

strategis. Keunggulan moda transportasi ini terletak pada biaya pengangkutan 

yang relatif lebih murah dan kapasitas angkut yang besar, memungkinkan 

distribusi barang dalam jumlah masif, bahkan mencapai ratusan hingga ribuan 

ton, secara efisien. Hal ini sangat krusial bagi Indonesia yang terdiri dari ribuan 

pulau, di mana mobilitas manusia dan barang harus menjangkau wilayah yang 

sangat luas dan beragam.4  

                                                             
 2 Zeephyri Monang Siregar, Pertanggung Jawaban Nahkoda Dalam Pengangkutan Laut , 

Journal Syntax Idea,Vol.5, No.12 (2023),hlm.1. 

 3 Eko Budi , Pertanggungjawaban Pidana Nakhoda Kapal Asing Terhadap Pelanggaran Hukum 

di Wilayah Teritorial Indonesia, Wajah Hukum,Vol.5, No. 2 (2021): hlm.3. 

 4 Amir Hamzah dan Sukmawaty Arisa , Tijauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Kelalaian 

Yang Mengakibatkan Kematian ( Studi Kasus Putusan Nomor 183 /Pid .B/2022/PN Tar), Jurnal 

Dimensi Hukum ,Vol.6,No.2 (2022),hlm.318. 
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 Lebih lanjut, transportasi laut memiliki potensi besar untuk 

dimanfaatkan dalam membangun dan mengembangkan kemakmuran 

masyarakat serta mempercepat pembangunan nasional, sekaligus berfungsi 

menjadi sarana dalam penyatuan berbagai negara. Oleh karena peranannya 

yang sangat penting dan strategis, undang-undang pelayaran mengamanatkan 

bahwa negara bertugas sebagai pengawas serta pembina penyelenggaraan 

transportasi laut, kehadirannya sangat penting karena memenuhi kebutuhan 

kehidupan banyak pihak, meliputi buruh, pegawai kantor, hingga operator 

kendaraan transportasi.5 

 Dalam rangka mendukung peran vital tersebut, Indonesia kini memiliki 

sebanyak 1.887 pelabuhan yang tersebar di seluruh nusantara, berfungsi 

sebagai titik penghubung yang esensial dalam memperkuat integrasi nasional. 

Namun, keberhasilan sistem pengangkutan laut tidak hanya bergantung pada 

ketersediaan infrastruktur semata. Hal yang jauh lebih penting adalah 

pengelolaan yang terintegrasi dan profesional. Oleh karena itu, sistem 

transportasi nasional yang terpadu harus mampu menyediakan layanan yang 

seimbang, aman, nyaman, dan andal sesuai dengan kebutuhan masyarakat.6 

 Di balik keberhasilan sistem transportasi laut, terdapat sosok nakhoda 

yang memegang peranan sangat penting. Jabatan seorang nakhoda bisa 

dibilang merupakan posisi tertinggi dan paling krusial di antara seluruh anak 

                                                             
 5 Sutiarnoto Gamal Abdul Nasser dan Mohammad Ekaputra, Penegakan Hukum Terhadap 

Nakhoda Kapal Yang Tidak Memenuhi Keselamatan, Jurnal Ilmiah Galuh Justisi,Vol.13, No.1 

(2025), hlm 112. 

 6 Sukardi et al, Tugas Dan Tanggung Jawab Nahkoda Terhadap Keselamatan Kapal Kmp. Tuna 

Tomini ,Jurnal Pendidikan Manajemen Transportasi ,Vol.5,No.2 (2025), hlm.26. 
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buah kapal. Bayangkan dia sebagai kapten bukan hanya pengemudi, tapi juga 

pemimpin utama yang memegang kendali penuh. Perannya sangatlah vital, 

mencakup segala hal, mulai dari memastikan semua dokumen perizinan kapal 

lengkap dan beres sebelum berlayar, sampai memeriksa dan menjamin 

kelaikan kapal agar benar-benar aman untuk mengarungi lautan. Kepentingan 

dan tanggung jawab nakhoda ini bahkan diatur secara hukum dalam undang-

undang nomor 17 tahun 2008 tentang pelayaran , menegaskan bahwa sebagai 

nakhoda bertanggungjawwab penuh terhadap perlindungan dan keamanan 

kapal beserta seluruh isinya. Ini adalah tanggung jawab yang tidak main-main. 

Jika ada pelanggaran terhadap ketentuan undang-undang tersebut, nakhoda 

bisa menghadapi sanksi berat, mulai dari ancaman pidana penjara hingga 

pidana denda. 

 Dalam menjalankan tanggung jawabnya, nakhoda wajib mencatat 

setiap detail operasional kapal dalam sebuah buku catatan kapal atau yang biasa 

disebut log book. Catatan kapal ini  berisi informasi tentang kondisi umum 

kapal, kondisi teknis, dan perbaikan apa pun yang mungkin diperlukan jika ada 

kerusakan.7 

 Namun, di balik tanggung jawab besar tersebut, tidak menutup 

kemungkinan risiko kecelakaan dan cedera tetap ada. Kesalahan yang 

dilakukan oleh nakhoda, baik berupa kelalaian mapun kesengajaan, dapat 

berakibat fatal. Dalam ilmu hukum pidana, bentuk kesalahan secara umum 

                                                             
 7Vicky Hanggara Alexandro and Mety Rahmawati, “Pertanggungjawaban Pidana Terhadap 

Kecelakaan Kapal Akibat Tidak Laik Laut,” Jurnal Hukum Adigama,Vol.1,No. 2 (2019), hlm.15. 
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dibedakan menjadi dua kategori utama, yaitu kesengajaan dan kelalaian. 

kesengajaan adalah ketika seseorang dengan sadar dan penuh kehendak 

melakukan suatu tindakan yang melanggar aturan atau merugikan pihak lain. 

Di sisi lain, kelalaian adalah bentuk kesalahan yang lebih halus dan seringkali 

tidak disertai niat jahat. kelalaian bisa diartikan sebagai kealpaan ketika 

seseorang tidak sengaja melakukan kesalahan karena kurangnya kehati-hatian 

atau perhatian.8  

 kelalaian ini dapat diuraikan lebih lanjut menjadi dua tipe, meskipun 

tidak secara eksplisit disebutkan dalam undang-undang. Kelalaian yang 

disadari , yakni orang yang melakukan mengetahui bahwa tindakan yang 

dilakukan mungkin menimbulkan akibat tertentu. Tetapi percaya bahwa 

mereka masih dapat menghindarinya, dan kelalaian yang tidak disadar yakni 

orang yang melakukan sepenuhnya tidak mempertimbangkan konsekuensinya, 

padahal seharusnya mereka mampu memperkirakan dan mencegahnya, 

seringkali karena sikap ceroboh atau kurang pertimbangan.9 

 Seluruh unsur kesalahan ini menjadi perhatian utama dalam proses 

penegakan hukum, yang sebagaimana dirumuskan oleh sajipto rahardjo, 

merupakan suatu proses untuk mewujudkan keinginan-keinginan hukum 

menjadi nyata.10 

                                                             
 8 Laela Ida Fitria and Risman La Ode, Analisis Yuridis Tentang Tindak Pidana Kelalaian Yang 

Mengakibatkan Hilangnya Nyawa Orang Lain, Jurnal Hukum Pendidikan Dan Sosial Humaniora, 

Vol.1,No.6 (2024),hlm.353. 

 9 Gita Febri Ana dan Rehnalemken Ginting, Analisis Penerapan Pasal 359 Kuhp Mengenai 

Kealpaan Yang Menyebabkan Hilangnya Nyawa Orang Lain (Studi Putusan Nomor: 

267/PID.B/2011/PN/SKH),Jurnal Hukum Recidive,Vol.4, No. 2 (2015),hlm.186. 

 10 Eko Purnomo et al , Penegakan Hukum Pidana Terhadap Pelaku Pembakaran Hutan dan 

Atau Lahan di Wilayah Hukum Kepolisian Resor Musi Banyuasin, Jurnal Hukum Doctrinal,Vol.6, 

No. 2 (2021),hlm18. 
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 Penerapan konsep kelalaian ini menjadi krusial pada kasus yang 

tertuang dalam putusan nomor 754/Pid.B/2025/PN Plg, atas nama asep rizal 

bin syamsuarbay dengan dakwaan melanggar Pasal 359 kitab undang- udang 

hukum pidana tentang kealpaan yang menyebabkan orang lain mati. Kasus ini 

menjadi contoh nyata pentingnya pertanggungjawaban pidana nakhoda atas 

kelalaian yang berakibat fatal. 

 Dalam putusan tersebut di atas, menceritakan bahwa pada tanggal 13 

april 2025, kapal tb marina 2210 dan tongkang marine power 3058 hanyut 

sekitar 200 meter di perairan sungai musi palembang. Terdakwa, selaku 

nakhoda, memerintahkan pergerakan kapal untuk kembali ke posisi semula. 

Saat kapal bergerak maju, dua anak buah kapal, tendiko arifin dan heru bahri, 

berada di buritan kapal untuk mengamankan tali towing. Terdakwa tidak 

melihat ke belakang saat kapal bergerak, sehingga tali towing mengencang dan 

menjepit kedua korban, mengakibatkan mereka meninggal dunia di tempat. 

Kelalaian nakhoda meliputi kurangnya pengawasan terhadap kru kapal dan 

tidak memastikan penggunaan alat pelindung diri (APD) serta tidak 

menerapkan pencegahan keselamatan kerja sesuai Standar Operasional 

Prosedur (SOP).  SOP mengharuskan kru menggunakan APD (helm, life jacket, 

sepatu safety, wearpack) dan nakhoda memberikan arahan sebelum bekerja. 

Visum et Repertummengkonfirmasi penyebab kematian korban tendiko Arifin 
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(memar kepala, racoon eye, pendarahan hidung/telinga) dan heru bahri (robek 

perut, pinggang, patah tulang lengan bawah/punggung).11 

 Pelanggaran terhadap Pasal 359 kitab undang-undang hukum pidana   

dalam kasus ini menegaskan bahwa kelalaian nakhoda bukanlah hal yang bisa 

dianggap remeh, melainkan sebuah tindakan yang memiliki konsekuensi 

hukum yang serius. melalui pendekatan yuridis normatif, penelitian ini akan 

mengkaji secara mendalam kesesuaian putusan tersebut dengan peraturan 

perundang-undangan yang berlaku serta prinsip-prinsip hukum pidana yang 

relevan. Penelitian ini tidak melakukan pengumpulan data lapangan, melainkan 

mengandalkan sumber hukum primer dan sekunder untuk memberikan 

gambaran yang komprehensif mengenai aspek hukum yang menjadi fokus 

kajian. 

 Dengan demikian, pentingnya penelitian ini dilakukan diharapkan 

dapat memberikan kontribusi nyata dalam memperjelas batas-batas 

pertanggungjawaban pidana nakhoda atas kelalaian yang mengakibatkan 

kematian anak buah kapal, sekaligus mendorong peningkatan kesadaran dan 

profesionalisme dalam dunia pelayaran. Penelitian ini juga bertujuan untuk 

menjadi bahan refleksi bagi para pemangku kepentingan agar keselamatan di 

laut dapat lebih diutamakan, demi melindungi hak hidup dan kesejahteraan 

                                                             
       11 Direktorat Putusan, Mahkamah Agung dan Republik Indonesia Putusan754/Pid.B/2025/PN 

Plg. 
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seluruh awak kapal yang menjadi tulang punggung transportasi laut di 

Indonesia. 

 Berdasarkan latar belakang di atas, membuat penulis tertarik mengkaji 

kasus ini dengan judul “Analisis Pertanggungjawaban Pidana Nahkoda 

Kapal atas Kelalaian yang Mengakibatkan Kematian Anak Buah Kapal 

(Studi Putusan Nomor 754/Pid.B/2025 PN Plg”. 

B. Rumusan Masalah : 

  Dengan mengacu latar belakang masalah di atas, penulis merumuskan 

pertanyaan penelitian yang menjadi fokus kajian sebagai berikut.  

1. Bagaimana Pertanggungjawaban Pidana Nakhoda Kapal Atas Kelalaian 

Kerja yang Mengakibatkan Kematian Anak Buah Kapal (Studi Putusan 

Nomor 754/Pid.B/2025/PN Plg)? 

2. Bagaimana Pertimbangan Hakim Dalam Putusan Nomor 

754/Pid.B/2025/PN Plg terkait Pertanggungjawaban Pidana Nakhoda 

Kapal Atas Kelalaian Kerja Yang Mengakibatkan Kematian Anak Buah 

Kapal? 

C. Ruang Lingkup 

 Dalam Penelitian ini, penulis menetapkan batasan pada ruang lingkup  

pembahasan agar tujuan penelitian dapat tercapai lebih terfokus dan mendalam, 

penelitian ini difokuskan pada pertanggungjawaban pidana nakhoda kapal atas 

kelalaian kerja yang mengakibatkan kematian anak buah kapal serta 

pertimbangan hakim terkait pertanggungjawaban pidana nakhoda atas 
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kelalaian kerja yang menimbulkan kematian anak buah kapal melalui analisis 

terhadap Putusan Nomor 754/Pid.B/PN Plg  

D. Tujuan dan Manfaat Penelitian 

1. Tujuan Penelitian 

a. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dan menjelaskan  

pertanggungjawaban pidana nakhoda kapal atas kasus kelalaian kerja 

yang mengakibatkan kematian anak buah kapal berdasarkan Pasal 359 

kitab undang-undang hukum pidana dalam Putusan Nomor 

754/Pid.B/2025/PN Plg. 

b. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dan menjelaskan 

Pertimbangan Hakim Dalam Putusan Nomor 754/Pid.B/2025/PN Plg 

terkait Pertanggungjawaban Pidana Nakhoda Kapal Atas Kelalaian 

Kerja Yang Mengakibatkan Kematian Anak Buah Kapal. 

2. Manfaat Penelitian 

a. Manfaat Teoritis  

Hasil penelitian ini diharapkan bermanfaat untuk memajukan 

pengetahuan ilmu hukum pidana, terutama dalam mendalami teori 

kesalahan (culpa) dan tanggung jawab pidana nakhoda di sektor 

maritim, menyempurnakan standar operasional prosedur (SOP) 

keselamatan pelayaran serta pengawasan kepatuhan. 

b. Manfaat Praktis  

Hasil penelitian ini diharapkan bermanfaat untuk mendorong pelaku 

usaha serta profesi pelayaran, termasuk nakhoda dan awak kapal, agar 
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meningkatkan kesadaran serta profesionalisme mereka terhadap beban 

hukum yang besar, sehingga keselamatan kerja di laut dapat lebih 

diprioritaskan guna melindungi hak hidup semua pihak terkait. 

E. Kerangka Konseptual 

 Agar pembahasan dalam penelitian ini lebih mudah di pahami, penulis 

menganggap penting untuk sebelumnya memberikan penjelasan perihal 

seputar makna operasional yang berhubungan pada istilah-istilah yang relevan 

dengan permasalahan yang diteliti. 

1. Analisis 

Analisis adalah sebuah kegiatan intelektual yang bertujuan untuk 

memahami suatu hal secara lebih mendalam. Proses ini dilakukan dengan 

cara memecah informasi atau persoalan menjadi bagian-bagian yang lebih 

kecil, membedakan satu unsur dengan unsur lainnya, lalu menyusun 

kembali bagian-bagian tersebut berdasarkan kategori atau kriteria tertentu. 

Setelah itu, hubungan antarunsur dikaji untuk menemukan makna, pola, 

atau pemahaman baru yang lebih menyeluruh terhadap objek yang 

dianalisis.12 

2. Pertanggungjawaban pidana 

Pertanggungjawaban pidana adalah penerapan sanksi hukuman terhadap 

pelaku atas tindakan yang melanggar aturan pelarangan atau menghasilkan 

                                                             
 12 Darmawati, Analisis Manajemen Pembelajaran Pendidikan Pancasila Dalam Meningkatkan 

Pemahaman Nilai-Nilai Pancasila Pada Mahasiswa Semester I Prodi Pendidikan Jasmani Unimerz 

Tahun 2022, Journal of Innovation Research and Knowledge, Vol.2, No. 10 (2023), hlm .3939. 
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situasi yang tidak diperbolehkan.13 Seseorang dapat dianggap bersalah dan 

dimintai pertanggungjawaban pidana manakala seseorang terbukti 

melakukan perbuatan melawan hukum (wederrechtelijk), dan 

perbuatannya itu dapat dipertanggungjawabkan kepadanya secara 

pribadi.14 

3. Nakhoda  

Nakhoda adalah kapten laut yang memegang komando paling tinggi di 

kapal, dengan wewenang dan bertanggungjawabatas apa yang terjadi di 

kapal.15 

4. Kelalaian (Culpa) 

Kelalaian (Culpa) adalah ketika seseorang berniat melakukan suatu 

perbuatan namun tidak memahami atau tidak menyadari apa dampak dan 

konsekuensi dari tindakannya, maka ia tetap dapat dikatakan bersalah. 

Namun, kesalahannya bukan karena niat jahat atau kesengajaan, melainkan 

karena kelalaiannya karena ia tidak berhati-hati atau tidak berusaha 

memahami akibat dari perbuatannya. Dalam hal ini, tanggung jawab moral 

tetap ada, tetapi sifat kesalahannya lebih ringan, karena bersumber dari 

kurangnya kehati-hatian, bukan dari maksud untuk berbuat salah.16 

 

                                                             
   13 Aryo Fadlian,Pertanggungjawaban Pidana Dalam Suatu Kerangka Teoritis, Jurnal Hukum 

Positum, Vol.5, No. 2 (2020), hlm.13 . 

 14 I Ketut Mertha, Buku Ajar Hukum Pidana (Denpasar:Fakultas Hukum Universitas 

Udayana,2016):hlm 145. 

 15 Direktori Putusan et al., “Undang-Undang No. 17 Tahun 2008 Tentang Pelayaran,” 2025. 

 16 Sudaryono dan Natangsa Surbakti, Hukum Pidana Dasar-Dasar Hukum Pidana 

Berdasarkan KUHP dan RUU KUHP (Surakarta:Muhammadiyah Unversity Press, 2017), hlm.95. 
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5. Kematian  

Kematian adalah berakhirnya secara permanen seluruh fungsi tubuh dan 

kesadaran yang menjadikan seseorang sebagai pribadi yang utuh. Ini bukan 

hanya soal organ yang berhenti bekerja, tapi juga lenyapnya kemampuan 

manusia untuk merasa, berpikir, berkomunikasi, dan terhubung dengan 

dunia di sekitarnya.17 

6. Anak buah kapal 

Anak buah kapal adalah semua anggota atau pekerja di atas kapal milik 

seseorang serta mempunyai tugas mengoperasikan dan merawat kapal 

beserta muatannya.18  

F. Review Studi Terdahulu Yang Relevan 

 Bagian ini mengkaji ulasan serta penilaian mengenai penelitian-

penelitian terdahullu yang relevan dengan topik. Berdasarkan kajian ini, 

penulis menunjukkan bagaimana penelitian terdahulu menjadi dasar kuat 

sekaligus mengungkap celah yang dapat diisi oleh penelitian ini untuk 

memberikan kontribusi baru ini. 

Tabel 1.1 Review Studi Terdahulu Yang Relevan 

No Judul skripsi Nama Tahun Pembahasan 

1. Analisis 

Pertanggungjawaban 

Tindak Pidana Kealpaan 

Pelayaran Yang 

Desila

wati 

2024 Kedua penelitian 

fokus pada 

kelalaian  pelayaran 

yang sebabkan 

                                                             
 17 Luvi Andiansyah et al,Tinjauan Terhadap Cara, Sebab, dan Mekanisme Kematian: 

Perspektif Dalam Konteks Kesehatan dan Ilmu Kedokteran, JICN: Jurnal Intelek Dan Cendikiawan 

Nusantara ,Vol.2, No. 2 (2024),hlm.27. 

 18 Azis Prama Pramuditya et al , Perlindungan Hukum Anak Buah Kapal Dalam Aspek 

Kesejahteraan Di Bidang Hukum Ketenagakerjaan, Jurnal Cakrawala Hukum,Vol. 11, No. 2 (2020), 

hlm.137.  
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Menyebabkan Hilangnya 

Nyawa Orang Lain 

(Analisis Putusan Nomor 

45/Pid.B/2020/Pn Dob). 

korban jiwa, 

menggunakan 

pendekatan 

normatif yuridis 

Perbedaan: 

Penelitian 

sebelumnya 

membahas tentang  

kecelakaan kapal di 

perairan luas, 

sementara saya 

spesifik pada 

human error 

prosedural saat 

manuver towing di 

Sungai Musi 

(kurang awasi 

buritan dan tidak 

memakai alat 

pelindung diri pada 

anak buah kapal.19 

2. Tanggung Jawab Hukum 

Terhadap Kecelakaan 

Kapal Laut Barang 

Mengangkut Penumpang 

Yang Mengakibatkan 

Kematian (Analisis 

Putusan Nomor 

71/Pid.Sus/2021/Pn.Tjt) 

Indra 

rizky 

marthat

ina 

laone  

2024 Kedua penelitian 

mengeksplorasi 

kelalaian dalam 

pelayaran yang 

berujung 

pertanggungjawaba

n pidana. 

Perbedaan: 

Penelitian 

terdahulu fokus 

pada kelalaian 

yang melanggar 

ketentuan 

teknis/administratif 

(kapal barang 

angkut penumpang 

                                                             
 19 Desilawati, Analisis Pertanggungjawaban Tindak Pidana Kealpaan Pelayaran Yang 

Menyebabkan Hilangnya Nyawa Orang Lain (Analisis Putusan Nomor 45/Pid.B/2020/Pn 

Dob),Universitas Islam Negri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember,(2024). 
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ilegal, dakwaan 

utama pasal pidana 

pelayaran), 

sedangkan 

penelitian saya 

spesifik pada 

kelalaian 

prosedural 

operasional murni 

dari human error 

nakhoda (tidak 

awasi buritan saat 

towing, tidak 

pastikan memakai 

alat pelindung diri 

pada anak buah 

kapal, dengan 

dakwaan pasal 359 

KUHP.20 

3. Kajian Pidana Terhadap 

Nahkoda Yang 

Melayarkan Kapal Tidak 

Laik Laut Sehingga 

Menyebabkan Matinya 

Orang (Studi Putusan Di 

Kepolisian Daerah 

Sumatera Utara) 

Seftyna 

Hasibu

an  

2019 Persamaan: Kedua 

penelitian 

membahas 

kelalaian nakhoda 

dalam pelayaran 

yang berimplikasi 

pidana, dengan 

penekanan pada 

human error atau 

pelanggaran 

operasional yang 

sebabkan korban 

jiwa.  

Perbedaan :  

Penelitian 

terdahulu fokus 

delik kelalaiannya 

yaitu melayarkan 

                                                             
 20 Indra Rizky Marthatina Laone, Tanggung Jawab Hukum Terhadap Kecelakaan Kapal Laut 

Barang Mengangkut Penumpang Yang Mengakibatkan Kematian (Analisis Putusan Nomor: 71/Pid. 

Sus/2021/PN. Tjt),Uin Syarif Hidayatullah Jakarta,(2024). 
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kapal tidak laik laut 

,termasuk  

pelanggaran umum 

keselamatan kapal 

Sedangkan 

penelitian saya 

spesifik pada 

kelalaian 

prosedural 

operasional saat 

manuver (tidak 

awasi belakang 

saat towing dan 

tidak pastikan anak 

buah kapal 

memakai alat 

pelindung diri dan 

lebih detail pada 

human error kerja 

harian.21 

 

G. Metode Penelitian 

1. Jenis Penelitian  

Penelitian ini bersifat yuridis normatif, yakni penelitian hukum yang 

menitikberatkan pada analisis norma hukum, mencakup undang-undang, 

peraturan pemerintah, keputusan pengadilan.22 Berfokus pada kajian norma 

hukum, prinsip-prinsip hukum pidana, serta doktrin yurisprudensi terkait 

pertanggungjawaban nakhoda atas kelalaian yang mengakibatkan kematian 

anak buah kapal. Jenis penelitian ini menekankan analisis terhadap 

                                                             
 21 Seftyna Hasibuan ,Kajian Pidana Terhadap Nahkoda Yang Melayarkan Kapal Tidak Laik 

Laut Sehingga Menyebabkan Matinya Orang,Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara , (2019). 

 22 Gunardi, Buku Ajar Metodologi Penelitian Hukum(Jakarta Selatan:Damera Press, 

2022),hlm.13. 
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peraturan perundang-undangan (KUHP Pasal 359 dan undang-undang no 

17 Tahun 2008 tentang pelayaran),serta interpretasi putusan pengadilan 

(Putusan Nomor 754/Pid.B/PN Plg), tanpa melibatkan data empiris dari 

lapangan. 

2. Sumber Data 

Sumber data penelitian ini terdiri atas dua jenis bahann hukum    

  yang menjadi landasan utama. 

a. Data Primer merupakan data asli secara langsung oleh peneliti dari 

sumber aslinya untuk kepentingan penelitian, sehingga merupakan 

data asli yang belum pernah diolah.23 Seperti Dokumen hukum utama 

yang meliputi putusan nomor 754/Pid.B/PN Plg, kitab undang-undang 

huum pidana, dan undang-undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang 

pelayaran. 

b. Data Sekunder merupakan penelitian yang menyajikan laporan 

berdasarkan hasil pengamatan oleh pihak lain, yang telah terjadi satu 

kali atau bahkan beberapa kali setelah peristiwa aslinya berlangsung.24 

Seperti literatur pendukung yaitu buku, jurnal hukum, artikel ilmiah, 

dan doktrin yurisprudensi terkait pelayaran dan keselamatan anak 

buah kapal. 

 

 

                                                             
 23 Abubakar Rifa’i , Pengantar Metodologi Penelitian, (Yogyakarta:SUKA-Press UIN Sunan 

Kalijaga,2021),hlm.6. 

 24 Almasdi SyahzaSarie, Metodologi Penelitian Edisi Revisi Tahun 2021(Pekanbaru: UR Press 

Pekanbaru, 2023),hlm.41.  
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3. Metode pengumpulan Data 

Metode pengumpulan data adalah Teknik yang digunakan peneliti 

dalam mengumpulkan dan memperoleh bahan yang dibutuhkan untuk 

mendukung proses penelitian.25 Pada penelitian ini penulis menggunakan 

Teknik utama studi pustaka (library research), yakni kegiatan mencari data 

dan mengumpulkan data dengan cara melakukan penelusuran, 

pengumpulan, dan pencatatan sumber primer dan sekunder dari 

perpustakaan, internet, serta arsip pengadilan. Tidak melibatkan 

wawancara atau observasi. 

4. Analisis Data 

Analisis dilakukan secara kualitatif dengan metode deskriptif  

analitik : 

a. Menguraikan fakta hukum dan norma secara deskriptif. 

b. Menganalisis kesesuaian unsur pidana dan pertimbangan hakim     

melalui interpretasi sistematis. 

c. Menggunakan deduksi untuk menyimpulkan konflik norma dan   

implikasi yudisial. Hasil disajikan dalam bentuk narasi logis dengan 

kutipan norma dan putusan. 

 

 

 

                                                             
 25 Leon Andretti Abdillah, Metodolodi Penelitian dan  Analisis Data Comprehensive(Cirebon: 

Insania,2016),hlm.158.  
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H. Sistematika Penulisan  

Penyusunan pada penelitian ini berdasarkan sistematika penulisan yang 

terstruktur guna mempermudah pembaca memahami keseluruhan isi dan 

hasil penelitian. 

BAB I: PENDAHULUAN  

Pada bab ini berisi latar belakang, rumusan masalah, ruang lingkup, 

tujuan dan manfaat penelitian, kerangka konseptual, review studi 

terdahulu yang relevan, metode penelitian, sistematika penulisan. 

BAB II: TINJAUAN PUSTAKA  

Pada bab ini menguraikan landasan teori dan konsep hukum yang 

relevan, meliputi pertanggungjawaban pidana, kelalaian, 

pertimbangan hakim. 

BAB III: PEMBAHASAN  

Pada bab ini menganalisis pertanggungjawaban pidana nahkoda 

dalam putusan 754/Pid.B/PN PLG dan mengkaji pertimbangan 

hakim terhadap pertanggungjawaban nakhoda yang mengakibatkan 

anak buah kapal meninggal.  

BAB IV: PENUTUP  

Pada pembahasan ini menyajikan kesimpulan dan saran yang dapat 

diberikan berdasarkan temuan penelitian, yang diharapkan 

bermanfaat bagi pengembang ilmu dan praktik terkait. 
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